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ABSTRACT
Pasal 1 Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Pasal
156 a huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada intinya merupakan aturan mengenai perbuatan pidana terhadap agama
dan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut. Di Aceh sendiri terdapat Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat
Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Kenyataannya penerapan tindak pidana terhadap suatu aliran yang dianggap sesat
masih menjadi persoalan mengenai aturan mana yang diterapkan untuk penanganan kasus aliran sesat yang terjadi di Kota Banda
Aceh, karena Aceh memiliki aturan dan peradilan khusus yang berkaitan dengan penegakan syariaâ€™t. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai aliran sesat, bagaimana
upaya dalam penyelesaian terhadap kasus aliran sesat yang terjadi di Banda Aceh, serta bentuk sanksi pidana yang diberikan bagi
pelaku ataupun pengikut penyebaran aliran sesat di Banda Aceh.
Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Data sekunder dilakukan dengan cara membaca
dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan kualifikasi perbuatan yang dianggap sesat adalah perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan
kriteria kesesatan menurut Majelis Permusyawaratan Ulama yang mana dalam hal ini MPU juga mempunyai wewenang untuk
mengeluarkan fatwa mengenai sesat atau tidaknya suatu faham yang kemudian fatwa tersebut menjadi bahan pertimbangan oleh
aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta-fakta. Upaya yang ditempuh dalam penanganan kasus aliran sesat yaitu langsung
pada proses hukum tanpa dilakukannya tahapan peringatan dan pembinaan terlebih dahulu. Penerapan sanksi pidana untuk saat ini
berdasarkan sanksi yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena masih lemahnya qanun yang mengatur
tentang hal ini.
Diharapkan kepada aparat hukum untuk lebih jeli mengkaitkan perbuatan yang dilakukan dengan aturan hukum yang ada,
diharapkan Pemerintah dapat membuat komitmen yang jelas mengenai upaya yang ditempuh dalam menangani kasus aliran sesat
dan segera merealisasikan Qanun mengenai aliran sesat agar tidak menimbulkan kontraversi mengenai aturan mana yang akan
digunakan. 
